ABSTRAK

Irwan Syahputra : Penerapan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun
2004 Tentang Mahkamah Agung Pada Putusan di Pengadilan Agama
Cimahi (Studi Putusan Pembatalan Penetapan Ahli waris Nomor
7720/Pdt.G/2017/PA.Cmi.

Latar Belakang penelitian ini kasus dimana pengadilan Agama Cimabhi
telah membuat dua penetapan dengan pewaris yang sama, akan tetapi ahli
waris yang berbeda sehingga terjadinya sengketa kewarisan, Dengan demikian
bahwa terjadi beberapa persoalan dimana PA Cimahi telah Membuat dua
penetapan yang membuat dua ahli waris yang berbeda dan memutuskan untuk
membatalkan penetapannya senidiri sehingga bertentangan dengan Pasal 30
dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang
Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2009.

Tujuan penelitian ini ,ntuk mengetahui duduk perkara dalam Putusan
Pengadilan Agama Cimahi Nomor 7720/Pdt.G/2017/PA.Cmi dan untuk
mengetahui pertimbangan hukum yang diambil majelis Hakim di Pengadilan
Agama Cimahi tentang pembatalan penetapan ahli waris Nomor
7720/Pdt.G/2017/PA.Cmi.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 adalah Undang-Undang yang
menjelaskan Mahkamah Agung. Undang-Undang ini merupakan perubahan
atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
Secara garis besar Undang-Undang ini membahas tentang kewenangan dari
Mahkamah Agung.

Metode penelitian yang di gunakan adalah penelitian deskriptif,
pustaka dan analisis. Yaitu suatu metode penelitian yang ditujukan untuk
menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, penulis juga mempelajari
buku-buku dan karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini untuk
mempelajari hal terkait pembatalan Penetapan di pengadilan Agama Cimabhi,
penulis juga menganalisis hasil dari pertimbangan hukum yang dilakukan oleh
Majelis Hakim di Pengadilan Agama Cimahi.

Hasil Penelitian ini menjelaskan bahwa dalam putusan, pertimbangan
hukum sangat penting bagi majelis hakim pengadilan dalam menyelesaikan
suatu perkara yang akan diselesaikan. Tugas hakim dalam memutuskan suatu
perkara adalah dengan cara menerapkan hukum yang berlaku baik hukum
tertulis maupun dengan menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam
masyarakat. Jadi dengan adanya suatu panggilan hukum-hukum oleh hakim
menyelesaikan suatu perkara akan melahirkan suatu putusan atau penetapan
sebagai suatu produk pengadilan.



